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RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 
 

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 
TAHUN ANGGARAN 2019 
 

 
NO 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 
ANGGARAN 

/ Rp 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara Perdata dan 

Pidana yang diselesaikan  

100 % Program 
Peningka 

tan Manaje 
men 

Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah jam 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Posbakum 

 

Jumlah 

Perkara 

yang 

diselesai 

dengan 

Sidang 

diluar 

Gedung 

Pengadilan 

 

Jumlah 

perkara 

peradilan 

umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

yang tepat 

waktu 

 

 

 

480 jam 

 

 

 

 

 

NIHIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

perkara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.000.000 

 

 

 

 

 

NIIHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.700.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persentase perkara  Perdata dan 

Pidana yang diselesaikan tepat waktu 

90 % 

c. Persentase penurunan sisa perkara  

Perdata dan Pidana 

20% 

d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding, 

Kasasi dan PK 

95 % 

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 

7 % 

f. Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

85 % 

2. Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 

Oleh pada Pihak Tepat Waktu 

100 % 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 

melalui Mediasi 

10 % 

c. Persentase berkas perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi, dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

100 % 

d. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

100 % 



3. Meningkatkan Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

 

NIHIL Jumlah 

Perkara 

peradilan 

umum yang 

diselsaikan 

melalui 

Pembebasa

n Biaya 

Perkara  

NIHIL 

 

 

NIHIL 

 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 

di luar Gedung Pengadilan 

NIHIL 

c. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

100 % 

4. Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

50 % 

5. Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
apparat peradilan secara 
optimal baik internal 
maupun eksternal 

a. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

 

100 % Program 

Dukungan 

dan 

Pelaksana 

an Tugas 

Teknis 

Lainnya 

Mahkamah 

Agung 

 

Meningkatk

an kualitas 

layanan 

dukungan 

manajemen 

untuk 

mendukung 

pelaksanaan 

pelayanan 

prima 

peradilan 

Jumlah 

layanan 

dukungan 

manajemen 

peradilan 

 

Jumlah 

layanan 

perkantoran 

12 

layanan 

 

 

 

 

12 bulan 

lanyanan 

344.338.000 

 

 

 

 

 

2.915.959.000 

b. Persentase temuan yang 

ditindaklanjuti 

 

100 % 

c. Persentase pemanfaatan database 

untuk pemeriksaan baik oleh Badan 

Pengawasan maupun oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan 

100 % 

d. Persentase penurunan pelanggaran 

kode etik oleh aparat peradilan 

 30 % 

6. Terwujudnya 
transparansi pengelolaan 
SDM lembaga peradilan 
peradilan berdasarkan 
parameter objektif 

a. Persentase jabatan yang sudah 

memenuhi standar kompetensi 

sesuai dengan parameter objektif 

90 % 

b. Persentase Hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialis keahlian 

 90 % 

c. Persentase pegawai yang telah 

mendapatkan pengembangan 

kompetensi 

40% 

d. Persentase SDM yang promosi dan 

mutasi berdasarkan pedoman 

parameter objektif 

100 % 



 
 

Pangkalan Bun,        Januari 2018 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

 

 

 

 

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN. 

NIP. 19721128 199903 1 011 

7. Meningkatnya 
pengelolaan manajerial 
lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif 
dan efisien 

a. Persentase terpenuhnya kebutuhan 

standar sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan pelayanan 

prima 

95% Program 

Program 

Peningkata

n sarana 

dan 

prasarana 

Aparatur 

Mahkamah 

Agung 

 

Terpenuhiny

a kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

dalam 

mendukung 

pelayanan 

peradilan 

Jumlah 

Pembangun

an/ renovasi 

Gedung dan 

Bangunan 

 

 

Jumlah 

Pengadaan 

Perangkat 

Pengolah 

Data dan 

Komunikasi 

 

1 paket 

 

 

 

 

 

 

2 unit 

 

 

 

 

 

 

351.032.000 

 

 

 

 

 

 

13.000.000 

 

 

 

 

 

 

b. Persentase peningkatan produktifitas 

kinerja SDM (SKP dan Penilaian 

Prestasi Kerja) 

100 % 

c. Persentase realisasi anggaran, 

pendapatan dan belanja 

98 % 

d. Persentase tercapainya target 

kegiatan prioritas yang mendukung 

pelayanan prima peradilan 

100 % 



 
 

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 
Nomor  : W16-U3/ 042/KPN / SK/I/ 2019 

 

TENTANG 
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN, 

Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan dan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP tahun 2019 dipandang perlu untuk 
menunjuk Tim Penyusun Laporan; 

  b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang 
cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas    
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang  Undang Nomor  49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (SAKIP); 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Memperhatikan : Surat KEtua PEngadilan Tinggi Palangkaraya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 
perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

M E M U T U S K A N : 
MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penunjukan Tim 

Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

PERTAMA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim 
Penyusun Laporan 

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun Laporan untuk menyusun: 
1.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 
2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama( IKU) 
3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015- 2019 
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019 danTahun 2020 
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan              
31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya; 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
Pada tanggal : 2 Januari 2019 

KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN KELAS IB 

 

 

       A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN 
  NIP. 19721128 199903 1 011  
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Pegawai yang bersangkutan; 
2. Arsip. 
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